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PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Nganjuk, perlu mengutamakan efektivitas
dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Nganjuk be{alan dengan tertib, lancar,
efisien dan efektif, serta akuntabel, perlu diatur
mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 19, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapr4ja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
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dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yoryakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 307, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

I l. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang
Keperawatan (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2Ol9 tentang
Kebidanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 56, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6325);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan l,€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1Ol Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 226, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5746);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2O36)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 27).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN Lq.YANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngarjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan Unit
Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikal pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;

6. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
yang menerapkan PPK-BLUD;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

8. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolan
Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;



9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
pen5rusunan APBD anggotanya terdiri atas pejabat
perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai
kebutuhan;

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan;

11. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah pejabat yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis yang sebutalnya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan;

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD;

13. Pemimpin BLUD adalah dapat dijabat oleh Kepala
Puskesmas;

14. Pejabat keuangan BLUD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD
Puskesmas;

15. Pejabat teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan dibidangnya;

16. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD
Puskesmas;

17. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertangungiawabkan uang
untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka
pelaksanaan BLUD Puskesmas;

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen rencana Anggaran
Tahunan yang disusun dan disajikan sebagai bahan
pen1rusunan renacana ke{a dan anggaran BLUD
Puskesmas;

19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

2O. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk
periode 5 (lima) tahunan;



21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah;

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh I (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa;

23. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan Daerah;

24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah
ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang
tidak perlu dibayar kembali;

25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas;

26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi
ekuitas untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk
keperluan operasional BLUD Puskesmas;

27. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu te{adi, ta-npa
memperhaLikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar;

28. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD Puskesmas yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
BLUD Puskesmas dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran BLUD Puskesmas pada Bank yang
ditetapkan;

29. Penerimaan BLUD Puskesmas adalah uang yang masuk
ke Kas BLUD;

30. Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah uang yang
keluar dari Kas BLUD;

31. Dokumen Pelaksalaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiyaaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggarEln;

32. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode;



33. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
atas Pelaksanaan APBD;

34. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal;

35. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu
berkesinambungan;

36. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran
persentase perubahan anggaran yang bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD Puskesmas;

37. Standar Akuntasi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyqiikan laporan
keuangan pemerintah;

38. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang
bersumber dari pinjaman;

39. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang
digunakan untuk pembayaran pinjaman;

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan
BLUD hrskesmas.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. BLUD;
b. pejabat Pengelola;
c. struktur Anggaran BLUD;
d. perencanaan dan Penganggaran BLUD;
e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
f. pelaksanaan Anggaran BLUD;

C. pengelola Barang;
h. piutang dan Utang/ Pinjaman BLUD;
i. kerjasama BLUD;
j. investasi, sisa lebih Perhitungan anggaran dan

defisit anggaran BLUD;
k. penyelesaian Kerugian; dan
l. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



BAB III
BLUD

Pasal 3

(1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanErn umum
secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggunglawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian
tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh Bupati.

(2) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum.

(3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas
pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada
aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan dari Pemerintah Daerah.

(5) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan
Daerah.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1) Pejabat Pengelola bertanggungjawab terhadap kinerja
umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas
keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(3) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati.

(2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati.
(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab

kepada pemimpin BLUD.

Pasal 6

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 4 ayat
(2) huruf a mempunyai tugas:



a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD
serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Bupati;

c. men)rusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat

teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundangan-
undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD
yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat
teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal,
serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan
kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada
Bupati; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungiawab umum operasional dan keuangan.

(1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang.

(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat
keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang.

Pasal 8

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan

Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan

investasi;
g. menlusun kebijakan pengelolaan barang milik

Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan system informasi manajemen

keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan; dan

Pasal 7



j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
fungsi sebagai penanggungiawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam melal<sanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan
bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 9

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 4
ayat huruf c bertugas:
a. men5rusun perencanaan kegiatan teknis operasional

dan pelayanan di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan sesuai dengan RBA;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis

operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau

pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu,
standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAEI V
STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 10

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Pasal 11

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



Pasal 12

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat
sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), digunakan sesuai
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat berupa hasil
yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa
pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) tainJain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang
dan/ atau jasa oleh BLUD;

e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 13

(1) Pengembangal usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (6) huruf f dilakukan melalui
pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupalan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 14

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung
untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA,
kecuali yang berasal dari hibah terikat.



(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA
Perangkat Daerah pada akun pendapatan daerah pada
kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada
jenis lainJain pendapatan asli Daerah yang sah dengan
obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari
BLUD.

(3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
(4) Penganggaran pendapatan BLUD pada RKA Perangkat

Daerah yang menarnpung kegiatan yang menggunakan
dala BLUD di RKA Perangkat Daerah, pencatatan
pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah,
hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain
pendapatan BLUD yang sah masuk ke dalam klasifikasi
kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, obyek pendapatan
dari BLUD, dan rincian dan sub rincian obyek
Pendapatan dari BLUD.

(5) Kategori pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) bukan merupakan retribusi daerah.

Pasal 15

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 1O

huruf b terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan
jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

(6) Belanja BLUD pada RBA selanjutnya diintegrasikan/
dikonsolidasi ke dalam RKA Perangkat Daerah pada
akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam
kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan
pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, dan
jenis belanja.



(7) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf
b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan
anggaran BLUD, diintegrasikan ke dalam RKA
Perangkat Daerah pada akun belanja daerah yang
selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu)
kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) output, dan
jenis belanja.

(8) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan.

(9) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun angg€rran

sebelumnya;
b. divestasi; dan
c. penerimaan utang/pinjaman.

(2) Sisa lebih perhitungan anggErran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah rencana penggunaan saldo kas BLUD yang
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebeiumnya
masih terdapat pada rekening kas BLUD dan/atau
rekening kas bendahara penerimaan/pengeluaran
BLUD, baik yang berada di bank maupun tunai.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi
dan/ atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya
agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang
berkenaan.

(4) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah rencana penarikan dana karena BLUD menarik
investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek
3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.



(5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah rencana penerimaan dana
dari kewajiban berupa uta.ng/pinjaman yang dapat
berupa utang/ pinj aman jangka pendek dan
utang/ pinjaman jangka panjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah rencana pengeluaran dana BLUD untuk
melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek,
seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua
belas) bulan.

(3) Pembayaran pokok utang/ pinjaman dalam BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik
utang/ pinjaman jangka pendek dan utang/ pinjaman
jangka panjang, adalah rencana pengeluaran dana
untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan
kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB \/I
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 19

(1) Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun RBA
mengacu pada Renstra.

(2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
(3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan

penyusunan RBA.
(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dal kemampuan pendapatan

yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja
sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD
lainnya.

(5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang
berorientasi pada pencapaian output dengan
penggunaan sumber daya secara efisien.



(6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di Daerah, dengan ketentuan
bahwa dalam hal BLUD belum menJrusun standar
satuan harga, maka mengacu pada Peraturan Bupati
yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga di
Daerah.

(7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja
operasi dal belanja modal.

Pasal 20

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. rincian anggarEm pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau fonaard estimate.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
pola Ernggzrran fleksibel dengan suatu persentase
ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 21

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf
a merupakan ringkasan pendapatarl, belanja dan
pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (f) huruf
b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh
kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang
yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja
dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2O ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual
produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan
biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari Tarif Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran bersumber
dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.



(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O
ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunErn anggaran tahun berikutnya.

Pasal 22

(l) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas,
BLUD terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati.

(2) Dalam hal tedadi kekurangan anggaran, mala BLUD
terlebih dahulu mengajukan usulan tambahan anggaran
dari APBD kepada PPKD.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (4) dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional, meliputi:
a. kecenderungan/ tren selisih anggaran pendapatan

BLUD selain APBD tahun be{alan dengan realisasi 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain
APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

(1) Pejabat Pengelola BLUD
Dewan Pengawas untuk
safan.

(2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), RBA disampaikan
kepada Dinas Kesehatan sebagai Pembina teknis.

(3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan untuk memperoleh persetujuan sebagai
bagran dari RKA Perangkat Daerah.

(4) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan dari RKA.

(5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 kepada Tim Anggaran untuk
dilakukan penelaahan.

(2) Dalam hal hasil penelaahan RKA Dinas Kesehatan
beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan
perbaikan, Pimpinan BLUD atau Kepala Dinas Keshatan
melakukan penyempurnaan.

menyampaikan RBA kepada
memperoleh pendapat dan



(3) RKA Perangkat Daerah beserta RBA yang telah
disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala Dinas
Kesehatan disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 25

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan
kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan
penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD.

(2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD
menlrusun DPA dan RBA.

(3) RBA yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah APBD
disahkan oleh Pimpinan BLUD.

(4) BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan
melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan
BLUD.

(5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

Pasal 26

Tahapan dan jadwal proses pen5rusunan, pengajuan dan
penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses
penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VII
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 27

(1) BLUD men5rusun DPA berdasarkan Peratural Daerah
tentang APBD untuk diajukan pada PPKD.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. DPA Pendapatan;
b. DPA Belanja; dan
c. DPA Penerimaan Pembiayaan dan DPA Pengeluaran

Pembiayaan.

Pasal 28

Pasal 29

(1) Terhadap DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
PPKD mengesahkan DPA dimaksud sebagai dasar
pelaksanaan anggaran BLUD atau penarikan dana
untuk kegiatan BLUD.

DPA yang telah disusun, dilampiri RBA yang memuat
pendapatan, belanja, dan penerimaan pembiayaan,
pengeluaran pembiayaan, serta diserahkan pada PPKD
untuk disahkan.



(2) Pelaksanaan anggErran BLUD selain mensyaratkan DPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus
dilampiri dengan Dokumen Bisnis dan Anggaran yang
merupakan dokumen yang sudah ditandatangani oleh
Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA
berdasarkan hasil evaluasi TAPD.

Pasal 30

(1) Dokumen rincian anggaran belanja BLUD dapat
disusun berdasarkan dokumen rincian anggaran belanja
per kegiatan BLUD dan/ atau rincian dokumen kerja
tahunan per unit.

(2) Pada pengarrggaran Penggunaan SiLPA Tahun [,alu di
DBA, khususnya pada format dokumen rincian
anggaran penerimaan pembiayaan BLUD, harus
dianggarkan agar dapat digunakan sejak awal tahun
Ernggaran berkenaan.

(3) Pelaksanaan Ernggaran BLUD digunakan untuk belanja
pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau
jasa, dilakukan secara berkala sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggErran kas dalam DPA, DBA, dan
memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksipengeluaran.

Pasal 31

BLUD menl'usun DPA berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 32

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggaran BLUD.

Pasal 33

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal dan belarja barang
dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD



(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan secara berkala sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan
memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan melampirkan RBA.

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran
perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan
pemimpin BLUD.

(2) Pe{anjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kine{a keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 35

(1) Datam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun
laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan
laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yarrg
ditandatangani oleh pemimpin BLUD.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat
pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat
(21, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana
dimalsud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan
dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 36

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD
membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran kas yang dananya bersumber dari
pendapatan BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 t huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 34



Pasal 37

(l) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perenc€rnaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit

jangka pendek; dan
f. pemalfaatan surplus kas untuk memperoleh

pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada

pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasa-l 38

Da-lam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

BAI} IX
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 39

(1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena:
a. pergeseran anggaian belanja BLUD;
b. penggunaan ambang batas;
c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

(2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar
objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek,
yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat
pada ringkasan RBA dan DPA.

(3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD serta
selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan
dan PPKD, akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada
RKA-Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi
perubahan RAPBD.

(4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan
yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian
akan mempengaruhi anggaran kas.



(5) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan
RKA-Perangkat Daerah dan RAPBD, realisasi perubahan
RBA Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RI(A-
Perangkat Daerah dan perubahan APBD.

Pasal 40

(l) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

huruf a yang menggunakan sumber dana dari
pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui
mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang
tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada
DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(2) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti
dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai
bentuk otorisasi oleh pemimpin BLUD.

(3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali
dalam I (satu) tahun.

(a) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau
bencana dan/atau wabah, maka pergeseran dapat
dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.

Pasal 41

(1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis
belanja diformulasikan dalam DPA-Perangkat Daerah
perubahan dan Perubahan RBA.

(2) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah
tentang APBD.

(l) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan
ambang batas dalam realisasi belanja maka BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b
dengan melakukan perubahan RBA tanpa melakukan
perubahan DPA terlebih dulu.

(2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/ atau sub rincian objek, yang dapat
melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada
ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta
DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian
Belanja pada RBA awal.

Pasal 42



(3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), jika dilakukan
sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA
tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

(4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dan
PPKD.

(5) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena
penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(6) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari
kelebihan pendapatannya diatas ambang batas
dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi
belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam
RBA dan DPA.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren
dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran
belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l huruf a, huruf
c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(3) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa catatan yang memberikan
informasi besaran persentase ambang batas.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi'
dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungiawabkan.

(5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf e dan
hibah tidak terikat diprediksi melebihi target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA

tahun yang dianggarkan.
(6) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas

membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas
yang dikirim ke PPKD dan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 44

(1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf
c, jika dilakukan sebelum perubahan APBD, ma-ka

perubahan RBA tersebut dilakukan tanpa melakukan
perubahan DPA, untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD-



(2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diikuti dengan pergeseran angg€rran kas dan selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan
PPKD.

Pasal 45

(1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran
dengan melakukan koreksi berdasarkan sa-ldo kas
BLUD per tanggal 31 Desember yang telah diaudit.

(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung
dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan
mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan
pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD.

BAT} X
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 46

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang
bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang
bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil ke{a sama dengan pihak lain; dan
d. lainlain pendapatan BLUD yang sah,
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian
atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa
pemerintah.

PasaT 47

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang
dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses
pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah
menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan BLUD.

Pasa-l 48

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari
hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (1), sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 49

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oieh
pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh

pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang
dan/atau jasa BLUD.

(4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekefaan/kegiatan yarrg
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang

Pasal 50

(1) BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang
mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap kecuali atas
persetujuan Bupati.

(3) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BLUD Puskesmas mengajukan
permohonan secara tertulis disertai rekomendasi dari
Kepala Dinas.

(4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam jangka waktu paling lama 6O (enam puluh) hari
ke{a setelah permohonan diterima.

(5) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan,
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditindallanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual
ditukar, dan/ atau dihibahkan.



(6) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.

BAE} xI
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 5l

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Datam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang
diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti
yang sa-l..

Pasal 52

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat'
(2) Tata. cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 53

(1) BLUD dapat melakukan utang/ pinjaman sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjamal dengan pihak lain.

(21 Utarrelpinjaman sebagaimana dimalsud pada ayat (1),

berupa utang/ pinjaman jangka pendek atau
utang/ pinjaman jangka Panjang.

Pasal 54

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan utang/pinjaman
yang memberikan manfaat kurang dari I (satu) tahun
yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran
kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan
Pinj aman / Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya untuk biaya operasional termasuk
keperluan menutup defisit kas.

Pasal 55

(1) Utang/ pinj aman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (l) dilakukan dengan syarat sebagai
berikut:



a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam
RBA tahun anggaran berjalan;

b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan
tidak dapat ditunda;

c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak
memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan

d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam pe{anjian Pinjaman/Utang
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembayaran utang/ pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
harus dilunasi dalamtahun anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanj ian
utang/ pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin
dan pemberi utang/ pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab BLUD.

Pasal 56

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok
utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran
bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 57

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan
utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1

(saru) tahun dengan masa pembayaran kembali atas
utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimalsud pada ayat (f) hanya untuk pengeluaran
belanja modal.

Pasal 58

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan
syarat sebagai berikut :

a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam
RBA tahun anggaran be{alan;



b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau
tidak memadai untuk menutup kebutuhan/
kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang
dimaksud;

c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan
untuk pengembangan yang pelaksanaannya
melampaui periode I (satu) tahun anggaran;

d. jumlah sisa Utang/ pinjaman ditambah jumlah
Utang/ pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi
75o/o (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
pendapatan tahun sebelumnya; dan

e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian
Utang/pinjaman.

(2) Pembayaran utang/ pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
merupakan kewajiban pembayaran kembali
utang/ pinjaman yang meliputi pokok utang/ pinjaman,
bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyarat rn
perjanjian utang/ pinjaman.

(3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayal (1) wajib mendapatkan
persetujuan Bupati terlebih dahulu.

(4) Pembayaran utang/ pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (l) menjadi
tanggungjawab BLUD.

(l) Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari
utang/pinjaman dicantumkan dalam RIG/RBA dan
Laporan Keuangan BLUD.

(2) Setiap penerimaan Pinjaman/ Utang disetor dan
dibukukan da-lam rekening BLUD.

BAB xII
KERJA SAMA BLUD

Pasa] 60

(1) BLUD dapat melakukan kedasama dengan pihak lain,
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ekonomis dan sa-ling menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau
nonfinansial.

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimal<sud
dalam Pasal 60, meliputi:

Pasal 59

Pasal 61



BAE} XIII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD
Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 62

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.

Pasal 63

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera
dicairkal dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12
(dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan
rencana pengeluaran.

a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Ke{asama operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan
manajemen dan proses operasional secara bersama
dengan mitra kerjasama dengan lidak menggunakan
barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
pendayagunaan barang milik daerah dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan untuk memperoleh
pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan
umum yang menjadi kewajiban BLUD.

(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik
daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan
merupakan pendapatan BLUD.

(5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan
perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerja sama
dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk pe{anjian.



(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3

(tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau
yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 64

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan
selisih lebih antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala
daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas
daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan
rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan
APBD.

(7) Ikiteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mencakuP:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.



Bagian Ketiga
Delisit Anggaran

Pasal 65

(1) Defrsit anggaran BLUD merupakan selisih kurang
antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut
antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

BAB xIV
PEI.IYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 67

(1) BLUD menJrusun pelaporan dan pertanggungiawaban
berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. laporart realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporanoperasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan
dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 66

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh
tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
daerah.

BAB XV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN



(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Desember 2023

PJ. BUPATI NGANJUK,

trd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Desember 2O23

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661227 198602 1001

(1) Pemimpin men5rusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling
larrra 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir,
setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
tahunan.

Pasal 69



BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 54

sesuai dengan aslinya
GIAN HUKUMPALA

SUTRISNO S. .si.
Pembina tI
NIP. 19680 1 t99202 | OOr



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM
MASYARAKAT

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
DAERAH PUSAT KESEHATAN

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

Sali se dengan aslinya
KE BA HUKUM

-,
SUTRISNO S. M.Si.
Pembina Tin tI

ttd

No. LOKASI

1 Puskesmas Bagor Kecamatan Bagor
2 Kecamatan Baron
a Puskesmas Berbek Kecamatan Berbek
4 Puskesmas Gondang Kecamatan Gondang
5 Puskesmas Jatikalen Kecamatan Jatikalen
6 Kecamatan Kertosono

Puskesmas l,engkong Kecamatan Lengkong
8 Puskesmas Loceret Kecamatan l,oceret

Puskesmas N uk Kecamatan Nganjuk
10 Puskesmas Ngetos Kecamatan Ngetos

11 Puskesmas Ngluy'u Kecamatan Ngluyu
t2 Puskesmas Ngronggot Kecamatan Ngronggot
13 Puskesmas Pace Kecamatan Pace

l4 Puskesmas Patianrowo Kecamatan Patianrowo
15 Puskesmas Prambon Kecamatan Prambon
t6 Puskesmas Rejoso Kecamatan Rejoso

Puskesmas Sawahan
18 Puskesmas Sukomoro Kecamatan Sukomoro
19 Puskesmas Tanjun om Kecamatan Tanjunganom
20 Puskesmas Wilangan Kecamatan Wilangan
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PUSKESMAS YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NAMA PUSKEMAS

Puskesmas Baron

Puskesmas Kertosono

9

Kecamatan Sawahan


